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BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangakat Daerah yang selanjutnya disebut Renja
Perangakat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuyk
periode 1 ( satu ) tahun. Undang — Undang no 25 Tahun 2004 tentang Sestem
Perencanaan Pembangunan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk
1 ( satu ) tahun yang merupakan terjemahan dari perencanaan strategis yang
dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam Perencanaan
tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Penyusunan Renja Kecamatan Karas Tahun 2025 mengacu pada
Rancangan RKPD tahun 2025, Renstra Kecamatan Karas tahun 2024-2026.
Sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mengamanatkan Kepala Perangkat Daerah
menyempurnakan Rancangan Akhir Rencana Kerja ( Rankir Renja ) Perangkat
Daerah dengan berpedoman pada Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah
Daerah ( Ranwal RKPD ), bahwa SKPD wajib menyusun Rencana Awal Rencana
Kerja SKPD (Ranwal Renja SKPD) yang merupakan dokumen perencanaan SKPD
untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan
pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah
maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Selanjutnya Rancangan Renja Kecamatan Karas Tahun 2025 ini
digunakan sebagai dasar penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun
2025.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);



3.

10.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2
Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014
tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5589);

Undang-Undang no 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah. ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322 );

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah, mengamanatkan Kepala Perangkat Daerah
menyempurnakan Rancangan Awal Rencana Kerja ( Ranwal Renja )
Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Rancangan Awal Rencana Kerja
Pemerintah Daerah ( Ranwal RKPD );

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem
Informasi Pemerintahan Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia tahun
2019 Nomor 1114 );

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klarifikasi.
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan

Daerah.



11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023
tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889
Tahun 2021 tetang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran
klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanan pembangunan dan
keuangan daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang RPJPD
Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Timur Tahun 2009 Nomor 1 seri E);

Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Jawa Timur
tahun 2019-2024;

Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2009 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magetan Tahun
2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten agetan Tahun 2009 Nomor 8);
Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2023 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan;
Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana
Pembangunan Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026

Peraturan Bupati Magetan no 16 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis
Perangkat Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2024-2024

Surat Edaran Bupati Magetan Nomor 050/298/SE/403.202 /2023 tentang
Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah

Peraturan Bupati Magetan Nomor 25 Tahun 2023 Tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan Tahun
2025.

Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2025

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Rencana Kerja ( RENJA ) Kecamatan Karas Tahun

2025 digunakan sebagai dasar dan acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kecamatan Karas dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan

pembangunan selama kurun waktu 1 (satu) Tahun.

Sedangkan Tujuannya adalah :

1.

Untuk Memberikan arahan dan pedoman bagi Kantor Kecamatan Karas

dalam melaksanakan program dan kegiatan satu tahun kedepan;



2. Sebagai input dalam rangka perbaikan pelaksanaan tugas dan peningkatan

penyelenggaraan pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan satu

tahun kedepan;

3. Membuat acuan perencanaan yang memuat Tujuan, Strategi, Kebijakan,

Program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD

Kecamatan;

4. Sebagai bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas pemerintahan Kecamatan

Karas berikutnya.

5. Sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Karas Kabupaten

Magetan Tahun 2025 sehingga dapat dicapai secara oprtimal.

1.4 Sistematika Penulisan

Penulisan Renja Kecamatan Karas Tahun 2025 ini disusun dengan
sistematika sebagai berikut :

BAB 1

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

BAB II

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

PENDAHULUAN

Latar Belakang berisi tentang pengertian ringkas tentang
Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat
Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan
dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah serta tindak
lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD

Landasan Hukum Penyusunan berisi uraian ringkas tentang
dasar hukum yang berkaitan langsung dan digunakan dasar
dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah, baik yang
berskala nasional maupun lokal.

Maksud dan Tujuan berisi tentang tujuan dan sasaran
penyusunan dokumen Renja Perangkat Daerah.

Sistematika Penulisan berisi tentang sistematika
penyajian/penyusunan Renja Perangkat Daerah.

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN
LALU

Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
dan capaian Renstra Perangkat Daerah, memuat hasil
evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2023 dan perkiraan
capaian tahun 2024, dikaitkan dengan target capaian
Renstra.

Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah berisikan kajian
terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah
berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam
NSPK (Norma, Standar, Prosedur, Kriteria) dan SPM, maupun
terhadap indikator kinerja Kunci (IKK)

Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat
Daerah berisikan permasalahan dan hambatan, serta
tantangan dan peluang dalam pelayanan tugas dan fungsi
Perangkat Daerah, serta isu-isu strategis lainnya.

Review terhadap Rancangan awal RKPD, membandingkan
antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis
kebutuhan.

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat berisi
hasil kajian terhadap program/ kegiatan yang diusulkan para



BAB III
3.1

3.2.

3.3.

BAB IV

masyarakat dan pengumpulan informasi dari pengamatan
lapangan.

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Telaahan terhadap kebijakan Nasional dan kebijakan Provinsi
berisi tentang telaahan terhadap kebijakan nasional dan
sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut
arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan
yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat
Daerah.

Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah berisi
perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan
isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat
Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra
Perangkat Daerah.

Program dan Kegiatan berisi program dan kegiatan yang akan
dilaksanakan pada tahun 2025.

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT
DAERAH

Memberikan informasi program dan kegiatan tahun rencana, target
capaian kinerja beserta pagu indikatifnya.

BAB V

PENUTUP

Berisikan hal hal penting lainnya yang dianggap perlu. Juga
dicantumkan tanggal, nama kepala Perangkat Daerah.



BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan
Capaian Renstra Perangkat Daerah

Renja Perangkat Daerah merupakan dasar utama bagi penyusunan
rencana kerja dan penganggaran tahunan yang merupakan penjabaran dari
Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) sebagai dokumen jangka
menengah.

Kualitas penyusunan Renja Perangkat Daerah akan sangat
menentukan kualitas rencana pembangunan daerah. Untuk memastikan
kesinambungan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dan menjadi
dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya maka perlu adanya evaluasi
terhadap Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan Pencapaian Renstra
Perangkat Daerah.

Adapun anggaran dan realisasi belanja Kecamatan Karas
Kabupaten Magetan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :



Tabel : 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah
s.d Tahun 2024 Kabupaten Magetan

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Karas

Program Pelayanan -
Administrasi Perkantoran Indeks Kepuasan Masyarakat/ /Nilai 80,90 80,90 - 80,90 100
Survey Kepuasan Masyarakat Jumlah Survey IKM/ /Kali 2 2 - 2 100
Program Pelayanan Persentase Pelaksanaan Pelayanan
Administrasi Perkantoran Adminstrasi perkantoran //% 100 100 B 100 100
Penyediaan Jasa pelayanan Jumlah Penyediaan Jasa pelayanan 24 24 B 24 100
administrasi Perkantoran administrasiPerkantoran//Bulan
Pelayanan Perjalanan Dinas Jumlah Pelayanan Perjalanan Dinas 24 24 B 24 100
Dalam dan Luar Daerah Dalam dan Luar Daerah//Bulan
Program Peningkatan Sarana Persentase Sarana Dan Prgsarana 100 100 ~ 100 100
dan Prasarana Aparatur aparatur yang layak fungsi/ /%

5 5 Jumlah pelaksanaan pemeliharaan
Pemehharaar} o berlfala Rutin/berkala kendaraan 24 24 - 24 100
kendaraan Dinas/operasional X .

Dinas/operasional

Pengadaan Perlengkapan Jumlah Pengadaan Perlengkapan 7 7 _ 7 100
Kantor Kantor/ /Unit
Pemeliharaan peralatan Jumlah kegiatan Pemeliharaan 2 9 B 2 100
Gedung Kantor peralatan Gedung Kantor//kegiatan
Program Peningkatan Persentase Desa dengan nilai monev B
Kelembagaan Kecamatan terpadu minimal 80/ /% 100 100 85 100




Fasilitasi Pelayanan

Jumlah kegiatan Pelayanan

Administrasi Kewilayahan | Administrasi Kewilayahan di Desa dan 24 24 - - - 24 100
Kecamatan Kel//Kali
PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN Skor IKM Kecamatan Karas //% 100 80,94 80,98 81,23 100,3 81,23 100
DAERAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran | Jumlah Penyusunan dokumen
dan Evaluasi Kinerja Perencanaan Dokumen Perangkat 36 18 18 18 100 36 100
Perengkat daerah Daerah// dokumen
jumlah Penyusunan Dokumen
Penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran dan 8 4 4 4 100 8 100
perencanaan pengkat daerah Capaian Kinerja Perangkat daerah
yang di susun | | dokumen
Ce Jumlah Penyusunan dokumen
el KERas SRt evaluasi kinerja Perangkat Daerah, 2 2 - - 100 2 100
Daerah .
jumlah survay IKM
.. . Jumlah penyusunan dokumen
g:z:'t;;ls sl sdanan administrasi keuangan perangkat 88 44 44 40 100 84 100
daerahd //dokumen
Penyediaan gaji dan tunjangan Jumlah Penyusunan laporan Gaji dan
ASN [ 54 26 26 26 100 38 100
Koordinasi dan penyusunan
laporan keuangan jumlah penyusunan laporan
bulanan/tribulan/semesteran keuangan //dokumen e s = s o e Ly
SKPD
Jumlah penyediaan pelayanan
Lo il ULCT administrasi umum perangkat daerah 24 12 12 12 100 24 100
Perangkat Daerah
//bulan
Penyediaan komponen instalasi | jumlah penyediaan komponen
listrik /penerangan bangunan instalasi listrik penerangan bangunan 24 12 12 12 100 24 100
Kantor kantor //bulan
Penyediaan peralatan dan Jumlah Penyediaan peralatan dan 24
perlengkapan kantor perlengkapan kantor //bulan 12 12 12 100 24 100
; . 24
Penyediaan logistik Kantor Jumlah Penyediaan bahan logistik 12 12 12 100 24 100
kantor //bulan
i i 24
Penyediaan barang cetak dan Jumlah penyediaan barang cetak 12 12 12 100 24 100

penggandaan

penggandaan //bulan




Penyediaan bahan bacaan dan

Jumlah Penyediaan bahan bacaan

24

tingkat Kecamatan

Kecamatan //kegiatan

dan peraturan perundang-undangan 12 12 12 100 24 100
perundang-undangan
//bulan
Penyelenggaraan rapat Jumlah penyelenggaraan rapat 24
koordinasi dan konsultasi koordinasi dan konsulatsi SKPD 12 12 12 100 24 100
SKPD //bulan
Penyediaan jasa penunjang . . .
urusan pemerintahan Jumlah penyefilaan Jjasa penunjang 24 12 12 12 100 24 100
daerah urusan pemerintahan daerah//bulan
Penvediaan jasa komunikasi Jumlah Penyediaan Jasa 24 12 24
Y Jas L Komunikasi, sumber daya air dan 12 12 100 100
sumber daya air dan listrik .
listrik //bulan
Penyediaan jasa peralatan dan Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan 12 12 12 100 100
perlengkapan kantor dan perlengkapan kantor //bulan 24 24
Penyediaan jasa pelayanan Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan 24 12 24
12 12 100 100
umum kantor Umum Kantor //bulan
Pemeliharaan barang milik Jumlah pemeliharaan barang milik
daerah penunjang urusan daerah penunjang urusan 24 12 12 100 24 100
pemerintahan daerah pemerintahan daerah //bulan 12
. . . Jumlah Penyediaan jasa
Penyediaan jasa pemeliharaan, lih bi lih
biaya pemeliharaan dan pajak pemeliharaan, playa pemeiharaan
dan pajak kendaraan perorangan 24 12 12 12 100 24 100
kendaraan perorangan ¥ . X
) c . dinas atau kendaraan dinas jabatan
dinas/kendaraan dinas jabatan
//bulan
Pemeliharaan/rehabilitasi Jumlal} .Keg.1atan e
/rehabilitasi sarana dan prasarana
sarana dan prasarana gedung 2 1 1 1 100 2 100
X gedung kantor atau bangunan
kantor atau bangunan lainnya . .
lainnya //unit
Program penyelenggaraan persentase desa/kelurahan dengan
pemerintahan dan pelayanan nilai monev terpadu minimal 80 100 70 75 75 100 100 100
publik //persen
Koordinasi penyelenggaraan . . .
kegiatan pemerintahan di ‘Ij{umlah Lozt Pemermtahan il 6 4 2 100 6 100
. ecamatan //Kegiatan
tingkat Kecamatan
Peningkatan efektifitas . . .
kegiatan pemerintahan di JemmliEla IEEm Femen il em i 6 4 2 2 100 4 100




Program Pemberdayaan persentase desa/kelurahan dengan
masyarakat Desa dan nilai monev terpadu minimal 80 100 70 75 75 100 - 100 100
Kelurahan //persen
q q q Jumlah kegiatan pemberdayaan
K:;ﬂ;f‘ﬂ’;ef :‘;::: masyarakat di wil kecamatan 3 2 1 1 100 - 3 100
p Y //kegiatan
Ezn;;ikn ati;f:ﬁ:’tzsn Jumlah kegiatan pemberdayaan
mfsyar alfat di wila;, ah masyarakat di wil kecamatan 3 2 1 1 100 - 2 100
kecamatan / /kegiatan
Program koordinasi
ketentraman dan ketertiban | Dersentase desa/kelurahan dengan 100 70 75 75 100 - 100 100
amum nilai monev terpadu minimal 80 //
Koordinasi upaya
penyelenggaraan Jumlah kegiatan sinergitas B
ketentraman dan ketertiban forkompimca //kegiatan © % 2 Z Lo % 1@
umum
Sinergitas dengan kepolisian
Negara Republik Indonesia, Jumlah kegiatan sinersitas
Tentara Nasional Indonesia forkom im%la / ke 'atfn 6 4 2 2 100 - 4 100
dan instansi vertikal di wilayah P 8t
kecamatan
Pogram Pembinaan dan
Pengawasan Pemerintahan P(ielrs.entase Dt LCEEIEN Glamnzpn 100 70 75 75 100 - 100 100
Desa nilai monev terpadu 80
Fasilitasi, rekomendasi dan . I
Jumlah kegiatan fasilitasi

koordinaii.f e'nbin‘zaf ‘11:1’:1 administrasi tata pemeritahan 8 2 6 6 100 - 8 100
fies; - gy desa/ /kegiatan

crey . .. . Jumlah kegiatan fasilitasi
F::::l:i:stta:z:td’:::ml tata administrasi tata pemeritahan desa 8 6 2 2 100 - 8 100
P //kegiatan
PROGRAM PENUNJANG Kepuasan ASN Kecamatan terhadap
URUSAN PEMERINTAHAN layanan Kesekretariatan 80 - - - - 80 80 100
DAERAH KABUPATEN/KOTA Kecamatan Karas//skor




Perencanaan, Penganggaran
dan Evaluasi Kinerja ":r";’:hk:‘:';‘;'::“’P/", Z’,‘:&"‘::" 8 8 8 100
Perengkat daerah p 9
Penyusunan dokumen Jumlah Dokumen Perencananaan 8 8 8 100
perencanaan pengkat daerah Perangkat Daerah//dokumen
. Jumlah Penyusunan Dokumen
‘;Z’:ri‘;‘fft"'s’ Keuangan Penyediaan Gaji dan Tunjangan 12 12 12 100
ASN/ /bulan

Penyediaan gaji dan tunjangan Jumlah orang yang menrima gaji dan 16 16 16 100
ASN Tunjangan ASN// orang/bulan
Koordinasi dan penyusunan Jumlah Laporan Keuangan/
laporan keuangan Triwulanan/ Semeeteran SKPD dan 12 12 12 100
bulanan/tribulan/semesteran Laporan Koordinasi Penyusunan
SKPD Laporan Keuangan/ /laporan
Administrasi Umum Jumlah Kegiatan Administrasi 12 12 12 100
Perangkat Daerah Umum Perangkat Daerah//bulan
Penyediaan komponen instalasi | Jumlah paket komponen instalasi
listrik / penerangan bangunan listrik penerangan bangunan kantor 3 3 3 100
Kantor yang disediakan// paket
Penyediaan peralatan dan Jur{llah it Eeralatan Gl

erlengkapan kantor per erllgkapan ans ; ; . o
p disediakan// paket




Jumlah paket bahan logistik Kantor

Penyediaan logistik Kantor yang disediakan// paket 12 12 12 100
. Jumlah paket barang cetakan dan
LGB EIE YRR LoeTene3 Gelielc el penggandaan yang disediakan// 12 12 12 100
penggandaan
paket
Penyediaan bahan bacaan dan U AR e e e
erlirn dane-undanean peraturan perundang-undangan yang 12 12 12 100
p g g disediakan// dokumen
Penyelenggaraan rapat Jumlah rapat laporan penyelenggraan
koordinasi dan konsultasi rapat koordinasi dan konsultasi 12 12 12 100
SKPD SKPD// laporan
Penyediaan jasa penunjang Jumlah Penyediaan Jasa
urusan pemerintahan Penunjang Urusan Pemerintah 12 12 12 100
daerah Daerah// bulan
. . o Jumlah laporan penyediaan jasa
spsrrlrz,sg:ilzn ; a:iar 1;212%2;1:351’ komunikasi sumber daya air dan 12 12 12 100
¥ listrik yang disediakan// laporan
12 12
Penvediaan iasa peralatan dan Jumlah laporan penyediaan jasa
erl};n e aJn kagtor peralatan dan perlengkapan kantor 12 100
p p yang disediakan// laporan
. . Jumlah laporan penyediaan jasa 12
LS s P PR [ el pelayanan umum kantor yang 12 12 100

umum kantor

disediakan// laporan




SO s 0 () GRS Jumlah Pemeliharaa n Bara
daerah penunjang urusan ng 12 12 12 100
Milik Daerah // bulan
pemerintahan daerah
Penyediaan jasa pemeliharaan, | Jumlah kendaraan perorangan dinas
biaya pemeliharaan dan pajak | atau kendaraan dinas jabatan yang
R N 5 5 5 100
kendaraan perorangan | dipelihara dan dibayarkan
dinas/kendaraan dinas jabatan | pajaknya// unit
Jumlah kegiatan
Pemeliharaan/rehabilitasi pemeliharaan/rehabilitasi gedung
sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya 1 1 1 100
kantor atau bangunan lainnya gedung kantor yang
dipelihara/direhabilitasi/ / unit
Program penyelenggaran Persentase koordinasi
pemerintahan dan pelayanan penyel.enggaraa? lfeg:atan 100 100 100 100
. pemerintahan di tingkat
publik
kecamatan// persen
Jumlah Koordinasi
Koordinasi penyelenggaraan enyele araan kegiatan
kegiatan pemerintahan di peny o "99;'1 i ti 9k 12 12 12 100
tingkat Kecamatan AR ETALED CL i s
Kecamatan// bulan
Peningkatan efektifitas Jumlah dokumen peningkatan
kegiatan pemerintahan di efektifitas kegiatan pemerintahan di 4 4 4 100
tingkat Kecamatan tingkat kecamatan// dokumen
Program Pemberdayaan
masyarakat Desa dan R cneeleo s Lt peibeas s 100 100 100 100
Desa/Kelurahan// persen
Kelurahan
Koordinasi kegiatan Jumlah Kegiatan Pemberdayaan 12 12 12 100
pemberdayaan desa Desa




Peningkatan efektivitas Jumlah laporan Peningkatan
kegiatan pemberdayaan efektivitas kegiatan pemberdayaan 12 12 12 100
masyarakat di wilayah masyarakat di wilayah kecamatan/ /
kecamatan laporan
Persentase kegiatan koordinasi
Program koordinasi upaya penvelenggaraan
ketentraman dan ketertiban paya peny i s 100 100 100 100
ketentraman dan ketertiban
umum
umum// persen
Koordinasi upaya
penyelenggaraan Jumlah kegiatan sinergitas 5 5 5 100
ketentraman dan ketertiban | forkompimca// kegiatan
umum
Sinergitas dengan kepolisian Jumlah laporan hasil Sinergitas
Negara Republik Indonesia, dengan kepolisian Negara Republik
Tentara Nasional Indonesia Indonesia, Tentara Nasional 5 5} 5} 100
dan instansi vertikal di wilayah | Indonesia dan instansi vertikal di
kecamatan wilayah kecamatan // laporan
Program pembinaan dan
pengawasan pemerintahan :ersentase cletn ) B erel 80 80 80 100
desa engan nilai monev 80// persen
Fasilitasi, rekomendasi dan
koordmait.f embma'z:tazzr:l Jumlah kegiatan administrtasi 4 4 4 100
:les; bl tata pemerintahan desa// kegiatan
e . .. . Jumlah dokumen yang di fasilitasi
Fastltt'as dadpenitasieatas dalam rangka administrasi tata 12 12 12 100
pemerintahan desa .
pemerintahan desa// dokumen




PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN

Kepuasan ASN Kecamatan terhadap
layanan Kesekretariatan Kecamatan

DAERAH KABUPATEN/KOTA Karas/ /skor 80 80 80 1
|Perencanaan, Penganggaran
dan Evaluasi Kinerja Perengkat Jumlah dokumen perencanaan 24 8 8 0,3
daerah perangkat daerah// dokumen
Penyusunan dokumen Jumlah Dokumen Perencananaan 24 8 8 0,3
perencanaan pengkat daerah Perangkat Daerah/ /dokumen
Jumlah Penyusunan Dokumen
Administrasi Keuangan Penyediaan Gaji dan Tunjangan
Daerah ¥ J o 36 12 12 0,3
ASN/ /bulan
Penyediaan gaji dan tunjangan Jumlah orang yang menrima gaji dan
ASN Tunjangan ASN// orang/bulan 51 17 17 0,3
Koordinasi dan penyusunan Jumlah Laporan Keuangan/
laporan keuangan Triwulanan/ Semeeteran SKPD dan
bulanan/tribulan/semesteran Laporan Koordinasi Penyusunan 36 12 12 0,3
SKPD
Laporan Keuangan/ /laporan
Administrasi Umum Jumlah Kegiatan Administrasi
Perangkat Daerah Umum Perangkat Daerah//bulan 36 12 12 0,3




Penyediaan komponen instalasi
listrik / penerangan bangunan

Jumlah paket komponen instalasi

listrik penerangan bangunan kantor

9 3 3 0,3
Kantor yang disediakan// paket ’
. = — Jumlah paket peralatan dan
pzillsx; gll?:;arr)leli a;t:f an perlengkapan kantor yang disediakan// 12 4 4 0,3
paket
TR e R TR Jumlah paket bahan logistik Kantor 0.3
yang disediakan// paket 36 12 12 ’
Penyediaan barang cetak dan Jumlah paket barang cetakan dan
penggandaan penggandaan yang disediakan// paket 36 12 12 0%
Jumlah dokumen bahan bacaan
Penyediaan bahan bacaan dan d d 0.3
perundang-undangan pferatwflran perundang-undangan yang 36 12 12 ),
disediakan// dokumen
Penyelenggaraan rapat Jumlah rapat laporan penyelenggraan
. A 0,3
koordinasi dan konsultasi SKPD | 2Pt koordinasi dan konsultasi 36 12 12 ?
SKPD// laporan
Penyediaan jasa penunjang Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang 0,3
urusan pemerintahan daerah | yrysan Pemerintah Daerah// bulan 36 12 12
. . L Jumlah laporan penyediaan jasa
Penyediaan Lt komu.mk.asu komunikasi sumber daya air dan listrik 0,3
sumber daya air dan listrik o 36 12 12
yang disediakan// laporan
Penyediaan jasa peralatan dan Jumlah laporan penyediaan jasa 12 12 0,3
P erlingkap aJn kaﬁtor peralatan dan perlengkapan kantor ’
yang disediakan// laporan 36




5 . Jumlah laporan penyediaan jasa 36 12 0
Penyediaan jasa pelayanan
N o pelayanan umum kantor yang 12
disediakan// laporan
Pemelih bar ilik i
eme’tharaan ang m Jumlah Pemeliharaa n Barang Milik
daerah penunjang urusan 36 12 12
pemerintahan daerah Daerah // bulan
Penyediaan jasa pemeliharaan, Jumlah kendaraan perorangan dinas 0,3
biaya pemeliharaan dan pajak atau kendaraan dinas jabatan yang 15 5 =
kendaraan perorangan dipelihara dan dibayarkan pajaknya//
dinas/kendaraan dinas jabatan .
unit
Jumlah kegiatan
Pemeliharaan/rehabilitasi pemeliharaan/rehabilitasi gedung 0%
sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya gedung 3 1 1
kantor atau bangunan lainnya | 1.1 t0r yang dipelihara/direhabilitasi//
unit
Persentase koordinasi 0,3
Program penyelenggaraan
pemerintahan dan pelayanan penyelenggaraan kegiatan 100 100 100

publik

pemerintahan di tingkat
kecamatan// persen




Koordinasi penyelenggaraan

Jumlah Koordinasi penyelenggaraan

0,3

kegiatan pemerintahan di kegiatan pemerintahan di tingkat 36 12 12
tingkat Kecamatan Kecamatan// bulan

. . . q 0,3
Peningkatan efektifitas kegiatan |Jumlah dokumen peningkatan
pemerintahan di tingkat efektifitas kegiatan pemerintahan di 12 4 4
Ieeaimaiizn tingkat kecamatan// dokumen
Program Pemberdayaan 0,3

y
T T e Gl Persentase kegiatan pemberdayaan 100 100 100
Kelurahan Desa/Kelurahan// persen
Roordinasi kealata Jumlah kegiatan pemberdayaan 2
p:,‘,’lbe’,"d‘:fy'a;f e masyarakat di wilayah kecamatan// 36 12 12
bulan

: .. . q iy 0,3
Peningkatan efektivitas kegiatan |Jumlah laporan Peningkatan efektivitas
pemberdayaan masyarakat di kegiatan pemberdayaan masyarakat di 36 12 12

wilayah kecamatan

wilayah kecamatan// laporan




Program koordinasi

Persentase kegiatan koordinasi upaya

0,3

ketentraman dan ketertiban penyelenggaraan ketentraman dan 100 100 100
UEEIER ketertiban umum// persen
Koordinasi upaya 0,3
penyelenggaraan Jumlah kegiatan sinergitas 15 = 5
ketentraman dan ketertiban | forkompimca// kegiatan
umum
Sergies demmm ki Jumlah lapor.ar} hasil Sinergitas . 0.3
Negara Republik Indonesia, dengan kepolisian Negara Republik &
Tentara Nasional Indonesia dan | Indonesia, Tentara Nasional Indonesia 15 5 5
ol Tzl Gl el dan instansi vertikal di wilayah
kecamatan
kecamatan // laporan

bi d 0,3
EE N [ inaan can Persentase desa / Kelurahan dengan
pengawasan pemerintahan 80 80 80
desa nilai monev 80// persen
Fasilitasi, rekomendasi dan 0,3
koordinasi pembinaan dan Jumlah kegiatan administrtasi tata 12 - A
peng p intahan pemerintahan desa// kegiatan

desa




Jumlah dokumen yang di fasilitasi

ﬁ::::ﬁf;:::‘z‘:::mg tata dalam rangka administrasi tata 36 i i L i 12 1z

pemerintahan desa// dokumen




2.1.

Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam rangka meningkatkan kinerja Aparatur Kecamatan Karas
menuju pelaksanaan tata pemerintahan yang baik serta untuk
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya bidang
pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan perlu adanya standar
pelayanan minimal. Standar pelayanan minimal merupakan tolok ukur bagi
aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan analisis tersebut diatas, maka dapat di identifikasikan
beberapa faktor kunci keberhasilan yang berfungsi untuk memfokuskan
strategi organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan visi/misi secara
efektif dan efisien. Adapun beberapa hal yang perlu dilakukan untuk
keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Karas dalam
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, antara lain :

1) Mengoptimalkan kinerja pegawai agar berkualitas sesuai dengan
Keahliannya dan mengadakan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan
Bidang tugasnya

2) Meningkatkan sestem pelayanan masyarakat yang efektif dan efisien;

Hasil analisis kinerja pelayanan Kecamatan Karas sebagaimana

tabel berikut :

Tabel : 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kabupaten Magetan

SPM/ IKK/ Target Realisasi Proyeksi c
No Indikator Standar | IKU/ atatan
Nasional | Indikaator | T@hun | Tahun Tahun Tahun Tahun | Penting
Lain 2023 2024 2025 2026 Tahun Tahun Tahun
2023 2024 2025 2026
1 2 3 4 5 6 7 8 15 17
1 |IKM Kecamatan 81 81,2 81,3 81,2 81,3
Karas
86,10 86,20
, | Nilai Predikat 8 | 8610 | 8620
Kinerja
Kecamatan Karas
Nilai SAKIP pada 848 | 8485 | 849 84,8 84.85 84,9
3. Kecamatan Karas




2.2. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Tugas dan fungsi utama dari Kecamatan adalah melaksanakan
kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani
sebagian urusan otonomi daerah dan kemasyarakatan dalam wilayah
Kecamatan.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya Kecamatan Karas

Kabupaten Magetan dihadapkan pada isu strategis sebagai berikut :

1. Masih kurangnya kualitas Sumber Daya Aparatur yang mumpuni.

2. Pelayanan belum sepenuhnya sesuai SOP

3. Kurang tersedianya sarana prasarana pelayanan yang baik

Pemecahannya :

1. Kesiapan terhadap model pelayanan yang baik dan terintegrasi
memerlukan sumber daya aparatur yang terampil, disiplin dan tanggung
jawab untuk itu diperlukan pembinaaan dan pelatihan secara rutin guna
menjaga kualitas pelayanan yang baik kepada masyarakat

2. Secara administrasi, pelayanan di Kantor OPD Kecamatan Karas telah
memiliki dokumen Standart Operasional Prosedur (SOP) yang lengkap
namun belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan SOP yang ada,
untuk itu diperlukan kedisiplinan dan tanggung jawab bagi aparatur
pemerintah untuk mengimplementasikannya serta mensosialisasikan
kepada masyarakat dengan memberikan gambaran yang jelas dan
transparasi alur dari pada pelayanan tersebut.

3. Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Karas
tidak terlepas dari dukungan prasarana dan sarana yang memadai, seperti

mebelair, peralatan dan perlengkapan kantor.

2.3. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD ini dilakukan untuk
membandingkan antara rancangan RKPD dengan kebutuhan SKPD,
terutama terkait dengan hasil analisis kinerja pelayanan yang tidak berhasil
atau kurang maksimal, sehingga perlu mendapatkan pendanaan yang lebih
besar atau merubah jenis kegiatan agar dicapai hasil yang optimal. Review
juga dilakukan terhadap program/kegiatan yang tidak terdapat dalam
rancangan RKPD atau ketidaksesuaian program/kegiatan maupun
besarannya.

Hasil review terhadap rancangan RKPD tahun 2025 adalah sebagai berikut:



Nama SKPD : Kecamatan Karas

Tabel : 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Kecamatan Karas Kabupaten Magetan

Rancangan awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

No Catatan
P, ting
. . . . Target Pagu Indikatif | Pro gram/ ) . — Target Kebutuhan Dana pen
Program/ Kegiatan Lokasi | Indikator Kinerja Capain (Rp. 000) Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Capaian (Rp. 000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Program
I | Program Kec. Kepuasan ASN Kecamatan 80 angka 2.237.376.393 | Penunjang Kec. Kepuasan ASN Kecamatan 80 angka 2.302.376.393
Penunjang Urusan Karas Karas terhadap layanan Urusan Karas | Karas terhadap layanan
Pemerintahan kesekrretariatan Pemerintahan kesekrretariatan Kecamatan
Daerah Kabupaten/ Kecamatan Karas Daerah Karas
Kota Kabupaten/
Kota
1. | Perencanaan, Kec. Jumlah dokumen Perencanaan | 8 dokumen 10.816.795 Perencanaan, Kec. Jumlah dokumen Perencanaan 8 dokumen 10.033.300
Penganggaran, dan Karas Dokumen Perangkat Daerah, Penganggaran, dan Karas Dokumen Perangkat Daerah,
Evaluasi Kinerja Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
2. | Administrasi Kec. Jumlah Penyusunan 12 bulan 1.939.812.171 Administrasi Kec. Jumlah Penyusunan laporan Gaji | 12 bulan 1.937.208.416
Keuangan Perangkat Karas dokumenpenyediaan gaji dan Keuangan Karas dan Tunjangan ASN, jumlah
Daerah tunjangan ASN Perangkat Daerah dokumen laporan keuangan,
3. | Administrasi Umum Kec. Jumlah kegiatan administrasi 12 bulan 130.656.657 Administrasi Umum | Kec. Jumlah kegiatan administrasi 12 bulan 124.504.688
Perangkat Daerah Karas Umum Perangkat Daerah Perangkat Daerah Karas Umum Perangkat Daerah




Rancangan awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

No Catatan
St entin
Program/ Kegiatan Lokasi | Indikator Kinerja z:;g?: Pa(g;p.n;%'g)a tif EL(;ig'cll;aaT/ Lokasi Indikator Kinerja C.I;a;giitn Kebtl';;ljzlagana P 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Jumlah Penyediaan Jasa . .
4. | Penyediaan Jasa Kec. Penunjang Urusan 12, bulan 108.517.970 Penyediaan Jasa Kec. Jumlah Penyediaan Jasa 12, bulan 104.792.400
Penunjang Urusan Karas Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan Karas Penunjang Urusan Pemerintahan
Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah
Daerah
5. ]
Pemeliharaan Barang | Kec. Jumlah Pemeliharaan Barang 12 bulan 117.572.800 Pemeliharaan Kec. umlah Pemeliharaan Barang 12 bulan 62.819.359
Milik Daerah Karas Milik Daerah Penunjang Urusan Barang Milik Daerah | Karas Milik Daerah Penunjang Urusan
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah
IT | Program Kec. Persentase koordinasi 100 % 10.662.810 Program Kec. | Persentase koordinasi 100 % 10.105.200
Penyelenggaraan Karas penyelenggaraan kegiatan Penyelenggaraan | Karas | penyelenggaraan kegiatan
pemerintahan di tingkat pemerintahan di tingkat
Pemerintahan Dan kecamatan Pemerintahan kecamatan
Pelayan Publik Dan Pelayan
Publik
1 | Koordinasi Kec. Koordinasi ~ Penyelenggaraan | 12 bulan 10.662.810 Koordinasi Kec. Koordinasi Penyelenggaraan | 12 bulan 10.105.200
Penyelenggaraan Karas Kegiatan  Pemerintahan  di Penyelenggaraan Karas | Kegiatan Pemerintahan di Tingkat
Kegiatan Tingkat Kecamatan Kegiatan Kecamatan
Pemerintahan di Pemerintahan di
Tingkat Kecamatan Tingkat Kecamatan
III | Program Kec. 100 % 29.613.760 Program Kec. Persentase kegiatan | 100 % 27.214.500
Pemberdayaan Karas Persentase kegiatan Pemberdayaan Karas | pemberdayaan
Masyarakat Desa pemberdayaan Masyarakat Desa Desa/Kelurahan
dan Kelurahan Desa/Kelurahan dan Kelurahan
Kec. Jumlah kegiatan pemberdayaan | 12 bulan 29.613.760 Koordinasi Kegiatan | Kec. Jumlah kegiatan pemberdayaan | 12 bulan 27.214.500
1 | Koordinasi Kegiatan Karas masyarakat di wil kecamatan Pemberdayaan Karas masyarakat di wil kecamatan
Pemberdayaan Desa

Desa




Rancangan awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

No Catatan
. . . . Target Pagu Indikatif | Pro gram/ ) . — Target Kebutuhan Dana penting
Program/ Kegiatan Lokasi | Indikator Kinerja Capain (Rp. 000) Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Capaian (Rp. 000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
IV | Program Kec. Persentase kegiatan 100% 112.460.950 Program Kec. Persentase kegiatan 100% 108.875.250
Koordinasi Karas koordinasi upaya Koordinasi Karas | koordinasi upaya
Ketentraman dan penyelenggaraan Ketentraman dan penyelenggaraan
Ketertiban Umum Ketentraman dan Ketentraman Ketentraman dan Ketertiban
Ketertiban Umum Umum Umum
1 | Koordinasi Upaya Kec. Jumlah kegiatan sinergitas 5 kegiatan 112.460.950 Koordinasi Upaya Kec. Jumlah kegiatan sinergitas 5 kegiatan 108.875.250
Penyelenggaraan Karas forkompimca Penyelenggaraan Karas | forkompimca
Ketentramandan Ketentramandan
Ketertiban Umum Ketertiban Umum
V | Program Kec. Persentase desa/kelurahan 80% 28.000.000 Program Kec. Persentase desa/kelurahan 80% 32.563.000
Pembinaan dan Karas dengan nilai monev 80 Pembinaan dan Karas | dengan nilai monev 80
Pengawasan Pengawasan
Pemerintahan Desa Pemerintahan
Desa
1 | Fasilitasi, Kec. Jumlah kegiatan administrasi 4 kegiatan 28.000.000 Fasilitasi, Kec. Jumlah kegiatan administrasi 4 kegiatan 32.563.000
Rekomendasi dan Karas tata pemeritahan desa Rekomendasi dan Karas | tata pemeritahan desa
Koordinasi Koordinasi
Pembinaan dan Pembinaan dan
Pengawasan Pengawasan

Pemerintah Desa
Jumlah

Pemerintah Desa




2.4. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Usulan Program dan Kegiatan Kecamatan Karas pada tahun 2025
dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan
kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati Magetan dalam
rangka penguatan otonomi daerah diarahkan pada :

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang menjadi kewenangan
kecamatan dan peningkatan kualitas aparaturnya;
2. Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap

pelaksanaan pemerintahan desa.

Telaah usulan Program dan Kegiatan masyarakat ini didasari oleh
pemikiran bahwa dalam rangka mewujudkan visi Kecamatan Karas maka
kedua hal tersebut diatas perlu dilaksanakan dan dicapai oleh pengemban

delegasi.

Tabel : 2.5
Daftar Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Tahun 2024 dalam
Rangka Penyusunan RKPD Kabupaten Magetan Tahun 2025

NO NAMA KEGIATAN SASARAN/ PAGU
MANFAAT LOKASI/ DESA ESTIMASI VOLUME
KEGIATAN




BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dengan di tetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130

Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana

Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dimana dana

untuk kelurahan mengalami kenaikan yang signifikan maka seharusnya

diimbangi dengan peningkatan dana Kecamatan juga. Mengingat tugas dan

fungsi Kecamatan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018

yaitu :

1.

Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang

mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum.

2. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan Masyarakat

3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban

umum
Mengordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan
Peraturan Kepala Daerah

Mengordinasikan Pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan
umum

Mengordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat
Kecamatan membina mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang
mengatur desa

Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
kebupaten/kota yang tidak dilaksanaan oleh unit kerja perangkat
daerah Kabupaten/kota yang ada di Kecamatan

Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan perundang

undangan.

Dengan demikian seharusnya diperlukan Peraturan yang mengatur dana

kecamatan dengan memperhatikan tugas dan fungsi tersebut



3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sesuai dengan Rencana Strategis, Kecamatan Karas Tahun 2024-
2026, merumuskan tujuan dan sasaran SKPD Kecamatan Karas sebagai
berikut :

Tujuan :

Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Kinerja Kecamatan
Sasaran :

- Meningkatnya Kualitas Kinerja Kecamatan
- Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Kecamatan



Tabel. 3.1

Target Tujuan Sasaran Renja Kecamatan Karas Tahun 2025

Sebelum Perubahan Pokin dan Renstra

Setelah Penyesuaian Pokin dan Perubahan Renstra

Uraian . . Formulasi Target . . Formulasi Target Ket.
Tujuan/ Sasaran Indikator | porhitungan [ 2024 | 2025 | 2026 |  |uan/ Sasaran Indikator Perhitungan 5024 | 2025 | 2026
Tujuan Meningkatkan Skor IKM 80 8l 82 Meningkatnya kualitas | IKM Nilai Parameter = 81 81,20 | 81,30
kepuasan nilai nilai nilai | tata kelola dan kinerja Kecamatan nilai rata-rata per | nilai nilai nilai
masyarakat terhadap kecamatan Karas parameter X
pelayanan publik (Jumlah bobot:
Jumlah parameter)
Nilai IKM =
(Jumlah Indeks per
Parameter :
Jumlah parameter
) x 25
Sasaran | Meningkatnya Predikat 71 73 75 Meningkatnya kualitas | Nilai predikat | Perhitungan 86 86,10 | 86,20 | IKU
kinerja kecamatan kinerja skor skor skor | kinerja kecamatan kinerja Evaluasi Kinerja skor skor skor
kecamatan Kecamatan Kecamatan (EKK)
Karas yang diambil dari
8 aspek penilaian
Meningkatnya Nilai SAKIP (30% x Nilai 84,80 | 84,85 | 84,90 | IKU
akuntabilitas pada Perencanaan) + nilai nilai nilai
penyelenggaraan Kecamatan (30% x Nilai
pemerintah daerah Karas Pengukuran) +
kecamatan (15% x Nilai

Pelaporan) + ( 25%
x Nilai Evaluasi)




3.3 Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-
tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh
suatu organisasi. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan
terhadap rumusan program dan kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan
Karas diarahkan pada program-program penunjang tercapainyan Tujuan
dan Sasaran Pembungunan Daerah. Dimana Kecamatan Karas
mendukung pencapaian prioritas kabupaten yaitu Penguatan Manajemen
Pemerintahan yang adaptif serta prioritas pembangunan propinsi yaitu
Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan kualitas
pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur yang bersinergi dengan
prioritas nasional yaitu Memperkuat Stabilitas Polhukam Transformasi
Pelayanan Publik. Sedangkan Usulan Program dan Kegiatan Kecamatan
Karas pada tahun 2025 dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas
pemerintahan umum dan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh
Bupati dalam rangka penguatan otonomidaerah diarahkan pada :

1.Peningkatan kualitas pelayanan publik yang menjadi kewenangan

kecamatan dan peningkatan kualitas aparaturnya.

2. Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan

pemerintahan desa.



BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan
tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang
diemban oleh suatu organisasi. Program/kegiatan yang akan dilaksanakan
Kecamatan Karas pada tahun 2025 adalah sebagaimana tabel berikut

berikut :



Tabel 4.1
PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN KARAS TAHUN 2025

URUSAN/ BIDANG CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026 PERANGKAT
T URUSAN/ PROGRAM/ INDIKATOR PROGRAM/ KET DAERAH
KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ SUB KEGIATAN PENANGGUNG
KEGIATAN TARGET PAGU INDIKATIF LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF JAWAB
KECAMATAN KARAS
01| 01 PROGRAM PENUNJANG Kepuasan ASN Kecamatan 80 2.177.080.000 80 angka 2.449.875.215
URUSAN PEMERINTAHAN |Karas terhadap layanan angka
DAERAH Kesekretariatan Kecamatan
KABUPATEN/KOTA Karas
10.033.300 8 dokumen 11.357.635
01| 01 ]2.01 Perencanaan’ Jumlah Dokumen 8 dokumen
Penganggaran, dan Perencanaan, Perangkat
Evaluasi Kinerja Perangkat |qaerah
Daerah
011 01)2.01| 01 | Penyusunan Dokumen Jumlah dokumen 8 dokumen 10.033.300 KECAMATAN PENDAPATAN ASLI 8 dokumen 11.357.635 KECAMATAN KARAS
Perencanaan Perencanaan Dokumen KARAS DAERAH (PAD)
Perangkat Daerah Perangkat
Daerah
01| 01 ]2.02 Administrasi Keuangan Jumlah Penyusunan 12 bulan 1.870.692.743 12 bulan 2.037.432.780
Perangkat Dokumen Penyediaan Gaji
Daerah dan Tunjangan ASN
01] 01]2.02f 01 Penyediaan Gaji dan Jumlah orang yang menerima 16 orang/ bulan 1.870.092.743 KECAMATAN PENDAPATAN ASLI 17 orang/ bulan 2.036.802.78¢ KECAMATAN KARAS
Tunjangan ASN Gaji dan Tunangan ASN KARAS DAERAH (PAD)
011 01)2.02| 07 |Koordinasi dan Penyusunan |Jumlah Laporan
Laporan Keuangan Keuangan/bulanan/Triwul 12 laporan 600.000 KECAMATAN | PENDAPATAN ASLI 12 laporan 630.000{ KECAMATAN KARAS
Bulanan/Triwulanan/Semest |anan/Semesteran SKPD KARAS DAERAH (PAD)
eran dan Laporan Koordinasi
SKPD Penyusunan Laporan
Keuangan




PRAKIRAAN MAJU TAHUN

URUSAN/ BIDANG CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN et PERANGKAT
INDIKATOR DAERAH
URUSAN/ PROGRAM/ CATATAN
KODE KEGIATAN/ SUB PROGRAM/ KEGIATAN/ PENTING PENANGGUNG
SUB KEGIATAN TARGET 2025 PAGU INDIKATIF LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF JAWAB
KEGIATAN
01| 01 2.06 Administrasi Umum Jumlah Kegiatan 12 118.878.988 12 bulan 137.189.491
Perangkat Administrasii Umum bulan
Daerah Perangkat Daerah
01] 01 (2.06] 01 |Penyediaan Komponen Jumlah paket komponen 3 paket 3.208.050 KECAMATAN PENDAPATAN ASLI 3 paket 3..303.878 KECAMATAN KARAS
Instalasi instalasi listrik penerangan KARAS DAERAH (PAD)
Listrik/Penerangan Bangunan |bangunan kantor yang
011 01)2.06| 02 |Penyediaan Peralatan dan Jumlah paket Peralatan dan 4 paket 60.758.688 KECAMATAN PENDAPATAN ASLI 4 paket 63.846.755 KECAMATAN KARAS
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang KARAS DAERAH (PAD)
disediakan
01] 01 [2.06] 04 |Penyediaan Bahan Logistik |Jumlah Paket Bahan Logistik 12 paket 13.187.300 KECAMATAN PENDAPATAN ASLI 12 paket 24.517.500 KECAMATAN KARAS
Kantor Kantor yang disediakan KARAS DAERAH (PAD)
011 01)2.06| 05 |Penyediaan Barang Cetakan |Jumlah paket Barang 12 paket 8.704.950 KECAMATAN PENDAPATAN ASLI 12 paket 9.317.358 KECAMATAN KARAS
dan Cetakan dan Penggandaan KARAS DAERAH (PAD)
Penggandaan yang disediakan
011 01)2.06| 06 |Penyediaan Bahan Bacaan |Jumlah dokumen Bahan 12 dokumen 2.520.000 KECAMATAN PENDAPATAN ASLI 12 dokumen 3.000.000 KECAMATAN KARAS
dan Bacaan dan Peraturan KARAS DAERAH (PAD)
Peraturan Perundang- Perundang-
01 01[2.06] 09 [Penyelenggaraan Rapat Jumlah Laporan 12 laporan 30.500.000 KECAMATAN  |PENDAPATAN ASLI 12 laporan 34.125.000 | KECAMATAN KARAS
Koordinasi Penyelenggaraan Rapat KARAS DAERAH (PAD)
dan Konsultasi SKPD }foord/nas/ dan Konsultasi
01| 01 |2.08 Penyediaan Jasa Jumlah Penyediaan Jasa 12 114.655.610 12 bulan 113.943.869
Penunjang Penunjang Urusan bufan
Urusan Pemerintahan Pemerintahan Daerah
011 01)2.08| 02 |Penyediaan Jasa Jumlah laporan Penyediaan 12 laporan 18.536.200 KECAMATAN PENDAPATAN ASLI 12 laporan 21.409.311] KECAMATAN KARAS
Komunikasi, Sumber Jasa KARAS DAERAH (PAD)
Daya Air dan Listrik Komunikasi, sumber daya air
dan listrik yang disediakan
01 [ 01 [2.08] 03 |Penyediaan Jasa Peralatan |Jumiah Laporan Penyediaan 12 Laporan 30.963.910 KECAMATAN  |PENDAPATAN ASLI 12 Laporan 39.173.558] KECAMATAN KARAS
dan Jasa Peralatan dan KARAS DAERAH (PAD)
Perlengkapan Kantor perlengkapan kantor yang
disediakan
01] 01]2.08] 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Jumlah Laporan Penyediaan 12 Laporan 65.155.500 KECAMATAN PENDAPATAN ASLI 12 Laporan 53.361.000] KECAMATAN KARAS
Umum Jasa KARAS DAERAH (PAD)
Kantor Pelayanan Umum Kantor yang
disediakan
01| 01 ]2.09
Pemeliharaan Barang Milik [Jumlah Pemeliharaa Barang bl]lzan 45.941.700 12 bulan 149.951.440
Daerah Penunjang Urusan |Milik Daerah
Pemerintahan Daerah




PRAKIRAAN MAJU TAHUN

URUSAN/ BIDANG CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN et PERANGKAT
KODE URUSAN/ PROGRAM/ LDLE Aok CATATAN D
KEGIATAN/ SUB O e OIATAN | T ARGET 202 PAGU INDIKATIF LOKASI SUMBERDANA |PENTNG | TARGET | PAGUINDIKATIE| © imiran ©
T SUB KEGIATAN 3 JAWAB
011 01)2.09( 01 |Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Perorangan 5 unit 45.941.700 KECAMATAN PENDAPATAN ASLI 5 unit 49.951.4401 KECAMATAN KARAS
Pemeliharaan, Biaya Dinas atau Kendaraan Dinas KARAS DAERAH (PAD)
Pemeliharaan dan Pajak Jabatan yang dipelihara dan
Kendaraan Perorangan dibayarkan pajaknya
01 01 (2.09] 10 |Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Pemeliharaan 1 unit 0 KECAMATAN PENDAPATAN ASLI 1 unit 100.000.000] KECAMATAN KARAS
Sarana dan Prasarana /Rehabilitasi Gedung Kantor KARAS DAERAH (PAD)
Gedung Kantor atau dan bangunan lainnya yang
Bangunan Lainnya dipelihara/ direhabilitasi
01| 02 PROGRAM persentase 100 persen 10.105.000 | KECAMATAN KARAS 100 persen 11.195.951
PENYELENGGARAAN koordinasi
PEMERINTAHAN DAN penyelenggaraan
PELAYANAN PUBLIK kegiatan
pemerintahan di
01 02 |2.01 Koordinasi Jumlah Koordinasi 12 bulan 10.105.000 | KECAMATAN KARAS 12 bulan 11.195.951
Penyelenggaraan Penyelenggaraan Kegiatan
Kegiatan Pemerintahan di |Pemerintahan di Tingkat
Tingkat Kecamatan Kecamatan
01 02 12.01| 02 | Peningkatan Efektifitas Jumlah Dokumen Peningkatan 4 dokumen 10.105.000 | KECAMATAN KARAS|PENDAPATAN ASLI 4 dokumen 11.195.951] KECAMATAN KARAS
Kegiatan Efektifitas Kegiatan DAERAH (PAD)
Pemerintahan di Tingkat Pemerintahan di Tingkat
Kecamatan Kecamatan
01| 03 PROGRAM persentase kegiatan 100 persen 26.049.500 | KECAMATAN KARAS 100 persen 31.094.448
PEMBERDAYAAN pemberdayaan
MASYARAKAT DESA desalkelurahan
011 03 ]2.01 Koordinasi p Kegiatan Jumlah kegiatan 12 bulan 26.049.500 | KECAMATAN KARAS 12 bulan 31.094.448
Pemberdayaan pemberdayaan masyarakat
011 03 ]2.01| 03 Peningkatan Efektifitas Jumlah laporan 12 laporan 26.049.500 [KECAMATAN KARAS |PENDAPATAN ASLI 12 laporan 31.094.448] KECAMATAN KARAS
Kegiatan peningkatan efektifitas DAERAH (PAD)
Pemberdayaan Masyarakat di kegiatan pemberdayaan
Wilayah Kecamatan masyarakat di wil
01| 04 PROGRAM KOORDINASI [persentase kegiatan 100 persen 97.784.650 | KECAMATAN KARAS 100 persen 118.083.994
KETENTRAMAN DAN koordinasi upaya
KETERTIBAN UMUM penyelenggaraan
Ketentraman dan
ketertiban umum
01| 04 (2.01 Koordinasi Upaya Jumlah kegiatan 5 kegiatan 97.784.650 | KECAMATAN KARAS 5 kegiatan 118.083.99¢
Penyelenggaraan sinergitas forkompimca
Ketenteraman dan
Ketertiban
Umum




PRAKIRAAN MAJU TAHUN

URUSAN/ BIDANG CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2026 PERANGKAT
KODE URUSAN/ PROGRAM/ LIb LG Rels CATATAN DAERAH
KEGIATAN/ SUB PROGRAM/ KEGIATAN/ PENTING PENANGGUNG
SUB KEGIATAN TARGET 2025 PAGU INDIKATIF LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF JAWAB
KEGIATAN
01 04 12.01101 | Sinergitas dengan Kepolisian |Jumlah laporan hasil
Negara Republik Indonesia, |sinergitas dengan 5 laporan 97.784.650 |KECAMATAN KARAS [PENDAPATAN ASLI 5 laporan 118.083.998 |KECAMATAN KARAS
Tentara Nasional Indonesia |Kepolisisan Republik DAERAH (PAD)
dan Instansi Vertikal di Indonesia, Tentara Nasional
Wilayah Kecamatan Indonesia dan Instansi
01| 06 PROGRAM PEMBINAAN Persentase 80 persen 26.805.750 80 persen 35.000.000
DAN PENGAWASAN DesalKelurahan dengan
PEMERINTAHAN DESA nilai monev 80
01| 06 |2.01 Fasilitasi, Rekomendasi Jumlah Kegiatan 4 kegiatan 26.805.750 4 kegiatan 35.000.000
dan Koordinasi Administrasi Tata
Pembinaan dan pemerintahan desa
Pengawasan
Pemerintahan Desa
Fasilitasi Administrasi Tata |Jumlah dokumen yang 12 dokumen 26.805.750 |KECAMATAN KARAS |PENDAPATAN ASLI 12 dokumen 35.000.000] KECAMATAN KARAS
01 06 12.01) 06 | pemerintahan Desa difasilitasi dalam rangka DAERAH (PAD)
Administrasi Tata
pemerintahan desa
JUMLAH 2.320.947.241 2.645.249.612




PENUTUP

Rencana Kerja SKPD Kecamatan Karas Tahun 2025 ini disusun
berdasarkan Renstra yang dalam penyusunan program dan kegiatan diselaraskan
dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Magetan. Rencana
Kerja yang merupakan perencanaan satu tahun ke depan dibuat secara partisipatif,
dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi
masyarakat dan stakeholders (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kecamatan
Karas. Untuk menjamin keberhasilan Rencana Kerja (Renja) yang merupakan
implementasi dari Rencana Startegis (Renstra) maka perlu dilakukan upaya sebagai
berikut ini:

1. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan direncana
kerja secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan
rencana kerja yang telah dibuat;

2. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target
yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh
aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk
menjamin pencapaian visi dan misi.

3. Rencana Kerja SKPD Kecamatan Karas selain menjadi pelaksanaan kegiatan
selama Tahun 2025 juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja dan
sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025. Renja juga dapat

digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam
satu tahun ke depan bagi seluruh jajaran Kantor Kecamatan Karas dan
memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan
serta penyusunan rencana di masa mendatang sehingga dapat diperoleh
peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik.
Dengan mengharap keridhoan Allah SWT, semoga Rencana  Kerja

yang telah dibuat ini dapat diwujudkan.

Karas, Juli 2024
CAMAT KARAS
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